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PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD)KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG

Menimbang :oa. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Tahun
2013telahdiaturdanditetapkandalamPeraturanBupati
Bandung Nomor 20 Tahun 2012tentangRencanaKerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung
Tahun 2013;

b. bahwaberdasarkanketentuanPasal 285 ayat (1)
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010
tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8
Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan,
PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana
Pembangunan Daerah, RKPD dapat diubah dalam hal
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam
tahun berjalan;

C. bahwadalamrangkamenyesuaikandenganperkembang
ankeadaantahunberjalan,
perluadanyapenyesuaianasumsikerangkaekonomidae
rahdankerangkapendanaan,
prioritasdansasaranpembangunan, rencana program
dankegiatanprioritasdaerahsertakeadaan yang
menyebabkansaldoanggaranlebihtahunanggaransebel
umnyaharusdigunakanuntuktahunberjalan,
makaketentuansebagaimanadimaksudpadahuruf
bperluditinjaukembalidandisesuaikan;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf bdanhuruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun
2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44006);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang Berkeadilan;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006

tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah,
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali
terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor
21 Tahun 2011
tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteridalam
NegeriNomor 13 Tahun 2006

tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M
PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan = Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 -
2013(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010Nomor 25Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
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Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat(Lembaran
Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 60);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun

2012 tentang
PerubahanAtasPeraturanGubernurJawa Barat Nomor
25 Tahun 2011
tentangRencanaKerjaPemerintahDaerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4
Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa
di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2006 Nomor
2)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana
Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
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31.
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33.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15
Tahun 2010 tentang PenyelenggaraanKerjasama
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2010 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomorl);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun
2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2011 Nomor7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung
Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18

Tahun 2011 tentang
PerubahanKeempatAtasPeraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 23 Tahun 2007
tentangPembentukan Dana

CadanganUntukPembebasanLahanUntuk
Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2011 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19
Tahun 2012 tentang
PembentukanKelurahanRancaekekKencanaKecamata
nRancaekekKabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2013tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 9);

PeraturanBupati Bandung Nomor 41 Tahun 2011
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tentangRencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2011 Nomor 41);

34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 62)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);

35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun
2012tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2013 (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 20);

36. PeraturanBupati Bandung Nomor3Tahun 2013
tentangPenjabaranAnggaranBelanjadanPendapatan
Daerah TahunAnggaran 2012 (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor3).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013.

Pasall

BeberapaketentuandalamPeraturan Bupati Bandung Nomor
20 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2013
(BeritaDaerahKabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 20),
diubahsebagaiberikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2
ayat (4) berbunyi sebagai berikut:



Pasal 2
(4) Perubahan RKPD Tahun 2013berfungsisebagai :

a. Pedoman di dalampenyusunanperubahanRenja
— SKPD Tahun 2013.

b. Pedomandalamrangkapenyusunan KUA
perubahan, PPAS perubahandan RAPBD
PerubahanTahun 2013.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal3

DalamrangkapenyusunanperubahanRenja -  SKPD
Tahun 2013sebagaimanadimaksudpadaPasal 2 ayat (4)
huruf a, SKPD menggunakanPerubahan RKPD Tahun
2013, untuk:

a. menyusunperubahanRenja — SKPD;

b. sebagaibahanuntukpenyusunan RKA perubahan-
SKPD.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

UraianlebihlanjutmengenaidokumenperubahanRencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2013sebagaimanatercantumdalamlampiran yang
merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupati
ini.

Pasalll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI BANDUNG,
Ttd
DADANG M. NASER
Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 29 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
ttd
SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 36



